KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 128/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/I11/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020 DALAM

UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020
tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid19 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
285/PL.02- SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020
perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara tentang Penonaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan
yang Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dalam upaya pencegahan
penyebaran Covid-19.

[A



Mengingat

Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Eabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran
egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47,

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

826) ;

jJndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI
ahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
omor 4286);

JJndang—Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI
rahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
7355”

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10
ahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
lndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Il’eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
ahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
ali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898},
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
an Walikota yang bersumber dari Anggaran dan Belanja
aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
omor 902);
deraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
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Memerhatikan :

1.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Plemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Benyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
Slurat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-
Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang
Flenundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
an Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya
Rencegahan Penyebaran Covid-19;
Aurat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
I\Lomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Surat
Iieputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/II/2020
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Iliota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya

encegahan Penyebaran Covid-19;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-
SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal :
indak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun
2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia
]El’emungutan Suara (PPS) dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19;

Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
440/1972/B.um.UM 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang

Himbauan Kepada Masyarakat di Provinsi Sulawesi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA,

Selatan Terkait Pencegahan Penularan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor

O|61/38/ Organisasi/Setda tanggal 16 Maret 2020 perihal
Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus disease 2019
{eovid-19) Di Kabupaten Luwu Utara;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara Nomor: 127 /PP.04.2-
ErA/7322/KPUKab/III/202O Tanggal 26 Maret 2020
tentang tentang Penonaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan
yEmg Dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu

tara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

Covid-19.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA TENTANG PENONAKTIFAN AKTIVITAS TAHAPAN
PEMILIHAN YANG  DILAKSANAKAN OLEH  PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19

Menetapkan penonaktifan aktivitas Tahapan Pemilihan yang

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 dalam upaya pencegahan
penyebaran Covid-19.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah dinonaktifkan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak
mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK} hanya dapat
dibayarkan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari
kegigtan pada bulan Maret 2020.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020

sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.
SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN
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